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MOTO
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RINGKASAN

Muhammad Rizali. Desember 2024.HAK KAMPANYE MENTERI SEBAGAI PEJABAT
NEGARA BERDASARKAN ASAS PEMILIHAN UMUM. Skripsi, Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman,
Pembimbing DR. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji hak kampanye menteri sebagai pejabat negara berdasarkan asas
pemilihan umum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pelaksanaan
pemilu yang berlandaskan asas "Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil"
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E UUD NRI 1945. Hak kampanye menteri menjadi
isu ketatanegaraan yang menarik karena adanya potensi benturan antara hak politik menteri
sebagai warga negara dan kewajiban mereka menjaga netralitas serta integritas proses pemilu.

Penelitian ini berfokus pada dua isu utama: pertama, analisis hak kampanye menteri sebagai
pejabat negara berdasarkan asas pemilu yang tercermin dalam Pasal 299 UU Pemilu; kedua,
kajian apakah pelaksanaan hak kampanye oleh menteri dapat dikategorikan sebagai
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Meskipun Pasal 299 UU Pemilu memberikan
ruang bagi pejabat negara untuk berkampanye, terdapat batasan yang harus diperhatikan,
seperti kewajiban cuti dan larangan penggunaan fasilitas negara.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis doktrinal, memadukan
bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kampanye
menteri memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi implementasinya harus memperhatikan asas
pemilu serta potensi dampak negatif seperti penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini juga
menemukan bahwa pelanggaran terhadap asas "Jujur dan Adil" dapat mengarah pada
rusaknya integritas pemilu, khususnya jika menteri memanfaatkan posisi dan sumber daya
negara untuk mendukung kepentingan politik tertentu.



Muhammad Rizali. Desember 2024. HAK KAMPANYE MENTERI SEBAGAI PEJABAT
NEGARA BERDASARKAN ASAS PEMILIHAN UMUM. Skripsi, Program Sarjana
Program Studi lImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman,
Pembimbing: DR. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

ABSTRACT

This research discusses the campaign rights of ministers as state officials in the context of the
general election principles regulated in the 1945 Constitution and the Election Law. The main
focus of the research is an analysis of the provisions of Article 299 Paragraphs (2) and (3) of
the Election Law that regulate the campaign rights of state officials, especially ministers, as
well as their normative implications for the principles of Direct, General, Free, Secret,
Honest, and Fair (LUBER JURDIL). This research also explores the potential for abuse of
power that can occur in campaign practices by state officials.

The research method used is a normative legal approach. The results show that although the
Election Law grants campaign rights to ministers as state officials, their implementation must
comply with certain restrictions to prevent abuse of power and ensure the implementation of
democratic elections.

Keywords: campaign rights, state officials, ministers, election principles, abuse of power

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hak kampanye menteri sebagai pejabat negara dalam konteks asas
pemilihan umum yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemilu. Fokus utama penelitian
adalah analisis terhadap ketentuan Pasal 299 Ayat (2) dan (3) UU Pemilu yang mengatur hak
kampanye pejabat negara, khususnya menteri, serta implikasi normatifnya terhadap asas
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Penelitian ini juga
mengeksplorasi potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dapat terjadi dalam

praktik kampanye oleh pejabat negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun UU Pemilu memberikan hak kampanye kepada menteri
sebagai pejabat negara, pelaksanaannya harus mematuhi batasan tertentu untuk mencegah

penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis.

Kata Kunci: hak kampanye, pejabat negara, menteri, asas pemilu, penyalahgunaan
kekuasaan
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DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5166).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan

Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan



Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6901).

Putusan Pengadilan

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI11/2023 Tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI1/2023 Tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XI1/2024 Tentang Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XI1/2024 Tentang Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Peraturan

1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program
Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018.

2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye
Pemilihan Umum.

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan

Umum



